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D. Peraturan Perundang-Undangan

@

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA

TELP.(021) 3506138, FAX : (021) 3507202, 3506129,

JL. MERDEKA BARAT NO. 8 3506129, 3506145, , 3506145, 3500143, 3506127
JAKARTA 10110 SO e il OO iy oo g

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK.3244/AJ.801/DJPD/2017

TENTANG

TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

a.

bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf f
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak
dalam Trayek, diatur bahwa penentuan tarif
Angkutan Sewa Khusus dilakukan berdasarkan tarif
batas atas dan batas bawah atas dasar usulan dari
Gubernur/Kepala Badan yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah
dilakukan analisa;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,perlu
ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat tentang Tarif Batas Atas Dan
Tarif Batas Bawah Angkutan Sewa Khusus;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5025);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5594);

Reselamatan Jalan Tanggung Jawalb Rita Semua
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5594);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian  Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1012);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak
Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 516);
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Menetapkan :  PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN TARIF
BATAS BAWAH ANGKUTAN SEWA KHUSUS.

Pasal 1

(1) Tarif Angkutan Sewa Khusus adalah harga jasa pada suatu
tertentu atas pelayanan angkutan sewa khusus.

(2) Tarif dasar batas bawah adalah tarif dasar minimum yang
digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif
minimum.

(3) Tarif dasar batas atas adalah tarif dasar maksimum yang
digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif
maksimum.

Pasal 2

(1) Besaran tarif angkutan sewa khusus di wilayahl yaitu
Sumatera, Jawa dan Bali adalah:
a. tarif batas atas sebesar Rp 6.000,-/km; dan
b. tarif batas bawah sebesar Rp 3.500,-/km.

(2) Besaran tarif angkutan sewa khusus di wilayah II yaitu
Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua
adalah:

a. tarif batas atas sebesar Rp 6.500,-/km; dan
b. tarif batas bawah sebesar Rp 3.700,-/km.

Pasal 3
Tarif angkutan sewa khusus untuk masing-masing Provinsi
sudah termasuk iuran wajib penumpang umum asuransi Jasa
Raharja sebesar Rp.60,- (enam puluh rupiah) perorang dan
asuransi tanggung gugat penumpang Jasa Raharja Putera

sebesar Rp.40,- (empat puluh rupiah) perorang.

Pasal 4
(1) Untuk menjamin kelangsungan usaha Angkutan Sewa
Khusus maka besaran biaya pokok dapat dilakukan

evaluasi secara berkala paling lama setiap 6 (enam) bulan.
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(2) Apabila terjadi perubahan yang sangat berpengaruh
terhadap kelangsungan usaha angkutan yang
mengakibatkan perubahan biaya pokok lebih dari 20 %
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka

evalusi dapat dilakukan sebelum periode 6 (enam) bulan.

Pasal 5
Gubernur dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi melakukan sosialisasi
kepada masyarakat mengenai besaran tarif batas atas dan tarif
batas bawah yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Perhubungan Darat atas nama Menteri Perhubungan melalui

media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 6

(1) Penyelenggara Angkutan Sewa Khusus wajib menetapkan
besaran tarif berlaku dan melaporkan kepada Gubernur/
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi sesuai domisili perusahaan.

(2) Tarif berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
boleh lebih tinggi dari tarif batas atas atau lebih rendah dari
tarif batas bawah yang ditetapkan.

(3) Tarif berlaku sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib
diumumkan oleh penyelenggara Angkutan Sewa Khusus

kepada pengguna jasa.

Pasal 7
(1) Penyelenggara Angkutan Sewa Khusus yang memberlakukan
tarif melampaui tarif batas atas dan tarif batas bawah telah
yang ditetapkan dikenai sanksi administratif.

(2

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. pembekuan kartu pengawasan kendaraan angkutan

bermotor; dan
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d. pencabutan kartu pengawasan kendaraan angkutan

bermotor.

Pasal 8

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana

(2

3

(4

(1

(2

-

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dikenakan paling
banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30
(tiga puluh) hari.

Dalam hal pemegang izin tetap tidak melaksanakan perbaikan
terhadap pelanggaran yang dilakukan setelah berakhirnya
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai
denda.

Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari kalender sejak pengenaan denda tidak melakukan
pembayaran denda dan melaksanakan perbaikan terhadap
pelanggaran yang dilakukan, dikenai sanksi pembekuan izin
yang berupa pembekuan kartu pengawasan.

Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak
tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
pemegang izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap
pelanggaran yang dilakukan, dikenai sanksi pencabutan izin
yang berupa pencabutan kartu pengawas.

Pasal 9

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi
terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 26
Tahun 2017, Kepala Badan/Gubernur melaporkan kepada
Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal
Perhubungan Darat.

Menteri Perhubungan merekomendasikan hasil evaluasi
terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang komunikasi
dan informatika.
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Pasal 10
Gubernur/Kepala Badan melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini dan memberikan
laporan secara periodik kepada Menteri Perhubungan melalui

Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 11
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkmn di : Jakarta
Pada tafiggal : 30 Juni 2017

DIREKTORAT JENDERAL '
PERHUBUNGAN DARAT
= 7/
Dy pémpPina Utama (IV/e)

SNIR 19590824 201603 1 001
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Menimbang

Mengingat
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GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 2559 /X\\ /tAroN 2022

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN SEWA KHUSUS
DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ca.

% Lo

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

bahwa Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor
1162/ 1IV/ Tahun 2020 tentang Penetapan Tarif Batas
Bawah dan Tarif Batas Atas Angkutan Sewa Khusus
Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sudah tidak
sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan

penyesuaian;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2)
dan ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Sewa Khusus, serta memperhatikan aspirasi para
pengemudi angkutan sewa khusus akibat adanya
penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi,
perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif Angkutan

Sewa Khusus;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan  Gubernur Sulawesi Selatan tentang
Penetapan Tarif Angkutan Sewa Khusus Dalam Wilayah

Provinsi Sulawesi Selatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 5025) Sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang — Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6775);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594) Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6642);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1675) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
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Memperhatikan:

Menetapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 311);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 50).

Telaahan Staf Kepala Dinas Perhubungan Nomor:
B.2025/Dishub/551/2022, tanggal 29 November 2022,
Perihal Penyesuaian Tarif Angkutan Sewa Khusus.

MEMUTUSKAN

Tarif Angkutan Sewa Khusus Dalam Wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan sebagai berikut:

a. Tarif batas bawah sebesar Rp. 5.444,24 / kilometer;

b. Tarif batas atas sebesar Rp. 7.485,84/ kilometer.

Perusahaan aplikasi dan perusahaan angkutan sewa
khusus memberlakukan tarif batas atas untuk 2 (dua)
kilometer pertama, selanjutnya berlaku tarif paling tinggi
sebesar tarif batas atas perkilometer dan paling rendah
sebesar tarif batas bawah perkilometer sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU.

Pemberlakuan tarif batas atas untuk 2 (dua) kilometer
pertama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA
diberlakukan berdasarkan jarak perjalanan penumpang dan
tidak diakumulasi.

Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dan Diktum KEDUA sudah termasuk iuran wajib
penumpang umum dan asuransi tanggung jawab

pengangkut.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1162/ IV/ Tahun 2020
tentang Penetapan Tarif Batas Bawah dan Tarif Batas Atas
Angkutan Sewa Khusus Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi
Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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KEENAM

KETUJUH

Tembusan Kepada Yth:
Ketua DPRD Prov. Sulsel di Makassar;

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI di Jakarta;
Direktur Lalu Lintas Polda Sulsel;

Kepala BPTD Wil. XIX Sulselbar di Makassar;

Para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan di

Ov e A P

Keputusan ini dapat dilakukan evaluasi secara berkala
paling singkat 6 (enam) bulan atau jika terjadi perubahan
terhadap biaya operasional kendaraan lebih dari 20% (dua
puluh persen) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-
turut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan
ketentuan  Peraturan perundang-undangan. Apabila
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
perbaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal \p Qefenber 2022

Sulawesi Selatan.
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